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<b>ABSTRAK</b>

Saat ini di Indonesia terdapat tiga sistem hukum, yaitu sistem Hukum Adat, sistem Hukum Islam, dan sistem
Hukum Barat. Hukum Adat, telah lama berlaku di tanah air kita, bahkan jika dibandingkan dengan kedua
sistem hukum tesebut di atas, maka Hukum Adatlah yang tertua umurnya.

Sebelum tahun 1927 keadaannya biasa saja hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, tetapi sejak
tahun 1927 dipeigari dan diperhatikan dengan seksama dalam rangka pel aksanaan politik hukum
pemerintah Belanda, setelah toeri resepsi dikukuhkan dalam Pasal 134 ayat (2) Indische Staatsregeling pada
tahun 1925.

Hukum Islam baru dikenal di Indonesia setelah Agama Islam disebarkan di tanah air kita. Bilalslam datang
ke tanah air kita belum ada kata sepakat antara para ahli sgjarah Indonesia. Walaupun para ahli itu berbeda
pendapat mengenai bilamana Islam datang ke Indonesia, namun dapat dikatakan bahwa setelah Islam datang
ke Indonesia, Hukum Islam telah diikuti dan dilaksanakan oleh para pemeluk Islam di Indonesia.

Hal tersebut di atas dapat dilihat pada studi para pujangga yang hidup pada masaitu mengenai Hukum Islam
dan peranannya dalam menyel esaikan perkara-perkara yang timbul dalam masyarakat. Hasil studi mereka,
misalnya Sabilal Muhtadin, Sgjinatul Hukum. Sirathal Mustagim, dan lain-lain, di samping studi mengenai
Hukum Islam yang ditulis oleh bukan orang Indonesia, seperti Muharrar karangan ar-Rafi'i, dan lain-lain.

Setelah Belanda menjgjah tanah air kita ini, perkembangan Hukum Islam mulai dikendalikan, dan sesudah
tahun 1927, tatkala teori resepsi mendapat landasan peraturan perundang-undangan (Indische Staatsregeling
1925), menurut Prof. Hazarin, Perkembangan Hukum Islam dihambat di tanah air kita.

Hukum Barat diperkenakan di Indonesia bersama dengan kedatangan orang-orang Belanda untuk
berdagang di tanah air kita. Mula-mula hanya diperlakukan bagi orang-orang Belanda dan Eropa sagja, tetapi
kemudian melalui berbagai upaya peraturan perundang-undangan, Hukum Barat itu dinyatakah berlaku juga
bagi mereka yang disamakan dengan orang-orang Eropa, orang-orang Timur Asing, dan orang-orang
Indonesia.

Hukum Adat dan Hukum Islam adalah hukum bagi orang-orang Indonesia ash clan yang disamakan dengan
penduduk Bumiputra. Hal seperti itu direkayasa oleh pemerintah kolonial Belanda dahulu sejak tahun 1854
sampai penjajahan mereka di tanah air kita berakhir.
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Pada dasarnya Hukum Islam muiai berlaku bagi bangsa Indonesia bersamaan dengan masuknya agama
Islam, karena Hukum Islam adal ah bagian dari agama Islam. Ditinjau secara konstitusional Hukum Islam
diakui keberlakuannya. Di dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, disebutkan
sebagal berikut:

Negara berdasar atas Ketuhanan Y ang Maha Esa.

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannyaitu.

Mengenai Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 tersebut di atas, Prof. Hazairin dalam bukunya
"Demokrasi Pancasila’, menafsirkannya dalam beberapa kemungkinan, di antaranya sebagai berikut:

Daam NegaraRI. tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaedah-kaedah. I1slam
bagi umat Islam, atau yang bertentangandengan kaedah-kaedah agama Nasrani bagi umat Nasrani, atau yang
bertentangan dengan kaedahkaedah agama Hindu-Bali bagi orang-orang Hindu-Bali, atau yang bertentangan
kesusilaan agama Hudha bagi orang-orang Budha.

Negara RI. wajib menjalankan syari‘at |slam bagi orang Islam syari‘at Nasrani bagi orang Nasrani dan
syari‘at Hindu-Bali bagi orang Bali, sekedar menjalankan syari'at tersebut memerlukan perantaraan
kekuasaan Negara. Syari?at yang'tidak memerlukan bantuan kekuasaan Negara untuk menjalankannya dan
karenaitu dapat sendiri dijalankan oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban
pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu, yang dijalankan sendiri menurut agamanya masing-masing.



